BUPATT  GORONTALO

PERATUWAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 3% TAHUN 2915

TENTANG

NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GORONTALO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LA

1.

BUPATI GORONTALO,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 Peraturan Daerah
Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daeran, hal - hal yang belum
diatur dan/atau belum cukup dalam Peraturan Daerah ini
akan akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

dan/atau Keputusan Kepala Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf n, perlu membentuk Peraturan Bupati

tentang Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana

Teknis Badan Penanggulangan Rencana Daerah Kabupaten
Gorontalo;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangg
Pembentukan Daerah- daerah Tingkat I di Sulawesi
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822):

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Momor 6, Tambahan Le nbaran Negara Republik
Indonesia Nomor“;ﬂ94);

#



Menetapkan

6.

Q]

3. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonssia
Tahun 201- Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Iiidonesia Nomor 5587) sebagaimana  te'ah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat I
Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

Peraturan Daerah Kabupaten Corontalo Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun
2007 Nomor 11);
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MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA DAN SUSUNAN

ORGANISASI UNIT PELAFSANA TEKNIS BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
GORONTALO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabu raten Gorontalo.
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2. Pemerintah Dacrah adalah Kepzla Daerah beserta perangkat

Daerah Otonom yang lain ssbagai badan Eksekutif Daerah
Kabunaten Gorontalo.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah

Daerah  Otonom Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas Desentralisasi.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
Badan adalah

.(J‘.‘

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kakuparten Gorontalo.

6. Kepala  Pelaksana adalah Kepala  Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo.

7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Pemadam
Kebakaran.

8.

Kepala Subbugian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata
Usaha pada UPT Pemadam Kebakaran.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan

Fungsional pada UPT Pemadam Kebakaran.

10. Unit Peli-ksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalak unit
pelayanan yang melaksanakar teknis kedinasan yang
menyangkut program baik di tirgkat Kabupaten maupun di
tingkat Kecamatan.

BAB 11
NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan nama dan susunan

Unit Pelaksana Teknis Badan Penan sgulangan Bencana Daerah

Kabupaten Gorontalo.

£

Pasal 3
Nama UpPT Badan Penanggulangan Bencana Daeran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Pemadam

Kebakaran.



Pasal 4
(1) Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3. rerdiri dari:
a. Unit Pelaksana Teknis Badan
b. Sul Bagian Tata Usaha:
¢. Kelompok Jabatan Fungsional,
(2} Bagan organisasi UPT Pemaacam  Kebakaran adalah

sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bu pati
ini.

BAB IlI
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) UPT Pemadam Kebakaran mempunyai kedudukan setagai unit
pelaksana teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) UPT Pemuadam Kebakaran sebagairena dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam
menyelenggarakan tugas dibidang penangulangan bencana
kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, menvelenggarakan pengamanan terhadap ancaman

bencana kebakaran dan penyelamatan darurat jiwa, manusia,

hewan dan lairnva sesuai den gan kewenangannya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2

ayat (3), UPT Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

<

a. Penyusunan rencana kegiatan UPT;
b. Penyusunan kebijakan teknis UPT;

¢. Penyelenggaraan peéngamanan terhadap ancaman bencana
kebakaran;
d. Pelaksanaan penvelamatan darurat terhadap jiwa manusia

dan hewan vang terancam keselamatannya dan membutuhkan

bantuan sarana prasarana pemadam kebakaran;

e. Pelaksanaan ketata®ahaan dan rumah tangga UPT; -



.

Melaksanakan Pembinaan, penyuluhan serta pelatihan pada
masyarakat  dalam  rangka peningkatan partisipasi dan
kepedulian inasyarakat dalam mengatasi ancaman bgzhava
kebakar.un;

Melakukan koordinasi terhadap unit-unit pemadam kebakaran

lainnya, antar SKPD, lintas organisasi/instansi/lembaga
terkait lainnva;

. Menyiapkan dan menyiagakan tenaga pemadam dan

penyelamat, peralatan teknis operasional, bahan pemadam

serta informas lapangan;

Melaksanakan peningkatan dan pengembangan  sistem,
metode, peralatan dan kemampuan personil dalam upava
pencegahan dan pemadaman kebakaran;

Melaksanakan pemeliharaan terhada instalasi hidran, tandcn
p p

air yang ada pada lingkungan dan jalan masuk mobil
pemadam kebakaran;

Melaksanakan pemeliharaan terhadap sarana, prasarana,
peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang
dimiliki;

Melaksanakan Pemadaman Kebakaran, pemberian pelayanan

secara cepat. akurat dan efisien mulai dari informasi

kebakaran diterima sampai api padam;

. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan

Kriteria dibidang pengamanan terhedap bahaya kebakaran dan
penvelamatan darurat jiwa manusia dan hewan,;
Menyelenggarakan pembinaan terhadap Satuan Pelaksana
Kebakaran (SATLAKAR)

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatanA
UPT; dan ‘
Mermaberikan pertimbangan tekhnis kepada Kepala Pelaksana

BPBD dalam menetagkan program - program dan kegiatan;

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok JPT pemadam kebakaran

seperti tersebut pada pasal 5 avat (2), UPT pemadam kebakaran
dapat menjalankan seluruh fungsi-fungsi pendukung yang
diperlukan seperti : B



d.

. Memudahkan jalur pencapaian lokasi kebakaran meiali

koordinasi dengan Polisi Lalu Lintes dan instansi terkait.
Mengkoordinasikan lokasi kebakaran dengan Polisi dan/atau

Linmas untuk pengamanan:

Memperbesar debit suplai air, melalui koordinasi dengan
Perusahaan Daerzh Air Minum (PDAM);

Mematikan listrik di sekitar lokasi. melalui koordinasi dengan
Perusahaan Listrik Negara (PLN);

Menginformasikan kepada Rumah Sakit, agar menyiapkan
Ambulan untuk mengangkut korban dari lokasi kebakaran ke
Rumah Sakit;

Mengatur/mengamankan Jalur komunikasi radio/Organisasi
Radio Republik Indonesia (ORARI);

Meminta bantuan unit pemadara kebakaran lainnya bila
diperlukan;

. Melaksanakan tugas bantuan pemadaman kebakaran sesuai

dengan permintaan dari Daerah yang bersebelahan, yang perlu
didukung dengan adanya naskah kesepakatan bersama di

antara dua atau .ebih wilayah Kabupaten/Kota dalam bentuk
Memorandum Of Understanding (MO.)
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BAB 1V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 8

Kepala UPT membounyai tugas :

a.

b.

melaksianaka 2, merencanakan, mengkoordinir, membina serta
mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran
berdasarkan &ebijakan vang telah ditetapkan oleh Kepala

Pelaksana BPBD;

melaksanakar, tugas-tugas lain ‘ang diberikan oleh Kepala
Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya;

¥



Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. melaksanakan urusan umuin dan perlengkapan,
kepegawaian. keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas
UPT Pemadam Kebakaran;

b. Melaksanakan Ketatausahaan dar. rumah tangga UPT;

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

UPT sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Ketiga

Relompok .Jabatan Fungsional

Pasal 10
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan rugas teknis di bidang perencanaan dan
penanggulangan kebakaran vang aimiliki oleh pemangk

jabatan fungsioral itu sendiri.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11
{1} Kepala UPT I'emadam Kebakaran diangkat dan diberhsntikan
oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Pelaksana BPBD sesuai
dengan kestentuan dan perundang-undangan yang berlaku. |
(2) Jenjang Kepangkatan  dan  eselonisasi serta  sistern
kepegawaian diatur sesuai dengan perundang undangan yang

berlaku.

(3) Jabatan Kepala UPT Pemadam Kebakaran tidak boleh
dirangkap.
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BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPT Pemadam Kebakaran dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Gorontalo.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
e Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannys. dalam Berita Daerah

Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limbot

pada tanggal | D

Pj. BUPATI ONTALO,

c NURLAN DARISE
Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

it

Cmu. TAYEB

BERITA DAERAH KABU
BUPATEN GORONT
ALO TAHUN 2015
NOMOR

\\&*
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALD

NOMOR . 22 T2run Bl
TANGGAL © | D%bBen Sorf

TENTANG : NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT

PELAKSANA TEKNIS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN GORONTALO

m—aa_-h_—_—ﬁ'——;;
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e e ——— [ ——
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSAWA TEKNIS (UPT)
PEMADAM KEBAKARAN (DAMKAR)

l KEPALA UpPT —!

| S”BBAGIAN
_“‘l TATA USAHA

|

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SATUAN PELAKSANA KEBAKARAN

Pj. EUPATI GORONTALO,

\
NURLAN DARISE



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JI. Hi. Yusuf Hasiru Kec.Limboto Kode: Pos 96211

Nomor
Lamp
Perihal

Limboto, 23 Nopember 2015

: 360/BPBD/745/X1/2015 Kepada Yth,

- Bapak . Bupati Gorontalo
: Permohonan Persetujuan Draft Di,-

RanPerbub Pemadam Kebakaran. Limboto

Berdasarkan Arahan Pj Bupat' Gorontalo dalam rangka
efektivitas dan efisiensi pelaksanaanr anggaran 2016, maka perlu
dilakukan restrukturisasi terhadap beberapa Satuan Organisasi
Perangkat [aerah. Berkenaan dengan aiahan tersebut, pengelolaan
Pemadam Kebakaran yang sebelumnya ada di Kantor Satpol-PP akan
diimpahkan ke BPBD Kabupaten Gorontalo. BPBD Kabupaten
Gorontalo telah menyusun Draft RANPERBUB pemadam kebakaran
(terlamipir).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dimohonkan
persetujuan Bapak Pj. Bupati Gorontalo atas draft RANPERBUB

tentang Fembentukkan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

Dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Gorontalo.

Demikiarr  permohonan ini, atas perkenan, petunjuk dan

arahan Bapak Pj. Bupati Gorontalo disaimpaikan terima kasih.

REMBH(OYTAMA MUDA
8 N 3755710 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH

IR etoner Ruip Moo iy

nomor 357 Limboto Tel, 0435) 881480-88148>

O N —_...~~.—.-_—..=;—-§-——__ —ﬁ‘_.-—-h—-h_ﬁ

——n-i*i-.- e

NOTULEN

Rapat © Restruktunisasi dan Penataan Beberapa SKPD bersama Tim Pengkajian

Penataan Organisasi Perangkat Caerah <abupaten Gorontalg.

Hari/Tanggal + Kamis, 22 Ok-ober 2015

Waktu + Puku' 1315 s/d 14,30 Wita

Tempat © Ruang Pola BAPPPPEDA Kabupaten Gorontalo

Pimpinan Rapat : pr. Sumanti Maku, M.Sj (Kepala BAPPFPECA Kabupaten Gorontalo)
Notulen © Yulinda H. Dasi SE (Kasubag Kelembegaan Bagian Organisas; dan Taty

Likos1a Sevda Fabupaten Gorontalo).

Peserta ol Rioa Lapananda, $.Sos (Kegala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Setda Kab, Gorontaln)

2. Muslichin Y, Mahrnud, SH, MH (Xepala Bidang Fembinaan Pegawai

pada BYD dan Diklat Kab. Gorortalo dan Anggota Tim Pengkajian
Penataan OPD)

(58]

Ariyanto Banteng, SH (Kasubag Ferundang-Undangan bada Bagian

Hukum Serda Kab, Gorontalo dan Anggota Tim Pengkafian Pe-ataan
oPD). ’

4. Syugiyanto Sy. Ayuba, SE (Kasubag Umum dan Kepegawaiar pada
DPPKAD dan Anggota Tim Pengkajian Penataan OPD).

5. Yulinda H. Pasi, SE (Kasubag Kelembagaan pada Bagian ORTALA
¢in Angaota Tim Pengxajzn dan ~enataan OPD).

C. Faila s, Suronoto, SS (Kasubay Analisis Jabatan pada Bagian

ORTALA dan Anggota Tim Pengkajian dan Penataan OoPD),

7. Aprivanto Rarman, $.Sos (Kasubag Ketatalaksanaan pada Bagian.

CRTALA dan Anggota Tim Peng«ajian dan Penataan OPD).
8. Hafni Akibun, S.Ip (Unsur Kantor Pelayanan Terpadu)
9. Lintje Alam, s (Unsur Badan Penan
Gorontalo)

ggulangan Bencana Daerah Kab,

10. Jcin Niati, SE (Unsur Dinas PU Kap. scrontalo).

Kegiatan Rapat

A. Pembukaan 5
e

Rapat dibuka oleh ¥epala BAPPPPEDA Kabupaten, vorontalo Yang mengemukaken

beberapa hal penting yang akan citahas sebagai berikyt



1.

I

Diharapkan sebelum Penyusunan RKA SKpD Tzhun 2016, beberapa skpp perl

direstrukturisas; Dak keiembagaan maupun tucoksinya kecuali SKPD yang secara

prinsip diatur daiam Und;mg-;Jndang Nomor 23 Tahun 2014 belum boleh diutak atik

sebelum lahirnyg Peraluran Peraerintah Pengganti PP 41 Tahun 2007.

Sampai saat in; teluny jelas keierabagaan dari U wt Pemadam Kebakaran dan masih

dicantolkan pada Kantor Satpn PP, sehingga penandanan kebakarar terkesan

lamban sedangkan pada tahun 2016 direncar axan akan ada penambahan 1 (satu;

unit mobil DAMEAR.

Adanya kesan perlambatan kinerja bidang py vang diduga karena tidak adanya

salah satu bidang yakp 3idang Perencariaan Konstruks;,

Kabupaten Goruntalg belum memiliki pusat Data Pembangunan Daerah yang

berfungsi mengelu!y dara F2mbangunan secara ef2ktif dan sangat berperan dalam

perencanaan peinhanaunan daerzh, olehnya pe.ly adanya penarmbahan + {satu)

bidang di BAPPPPEDA y4ng menjadi pusat data dan informasi Pemtangunan daerch

Kab. Gorontalc.

B. Pembahasan/Tanggapan

1.

Muslichin v, Mahmud, <H, MH, unsur BKD dan Diktat

- Untuk melaksanakan restrukturisasi OPD), kity narus menunggu petunjuk teknis

sebagai pengganti PP 41 Tahun 2007.

- Untuk mengoptimalkan tupoksi SKPD, khusue SKPD yang mengalami perubzhan

dan tidak bardampar. perubzhan pada SKpp lain serta tidak diatur dalara Uy 25

Tahun 2014, dapat ciusulkan melaly; Program Legislasi Daerah (Prolegda).

- Untuk B/ \PPPPEDA, ada celah yang memuyr gkinkan penambahan 1 (satu)'

bidang) berdzsarkan nerhitungan analisis kelembagaan pada Bagian ORTALA.

- Menyarankan agar restrukiurisasi SKPD Yang urgen untuk dilaksanakan tidak

berimplikasi efak doriino terhadan SKPD lainnya,

Ariyanto Banteng, S+

- Sehubungan dengan Fenataan OPD, Bagian H:
R

*kurn telah menyurat ke seluryh
nyzamEaikan usul perubahan OQTK dan sampai saat ini

SKPD untuk segera me

yang baru masuk dari Kantor Satpol ¢an Ketertib i Umum.



Untuk Feringkatar statug kelembagaan Kantor Pelayanan Terpadu men;adi

Badan Fencnamar, Modal dan Palavanan Terpadu Saty Pintu, sebenamya sudah

aibahas dan diwacanzkan sejak rahun 2012, namun karena restrukturisasinya

akan berefek doming terhadap SKpD lain, sebaiknya masih menunggu

41 Tehun 2007,

revisi pp

Menyarankarn bahwa untuk mengoptimalkan Pengelolaan pemadam kebakaran,

sebaiknya dibentul, Unit Pemadam Kebakaran (UPTD),

Untuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) ditetapkan sebelum anggaran Tahu,

2016 ditetapion,

Hafni Akibun, SE Unsur Kar.tor Pelayanan Terpaduy

Sebenarnva suda, sangat optimis akan segera dilakukan Peningatan statys

keiembagaan KpT enjadi Badan, walaupun masih Inenunggu revisj pPp 4,

Tahun 2007, xami etap berharap Segera ada peningkatan status kelembagzen

KPT merjadi Sadan Sesuai amanat Uy 23 Tahun 2014,

Lintie Alam, SE, Uneyr dadar Penanggulangan Bencana Daerap

Bahwa dibebcrapa deerah pengelolaan mogil peradam keoakaran menjadi

urusan Eadan Penanggulangan Bencana Daereq,

Kelembagaan Pemacam Kebakaran akan mejadi Bidang atay UPTE.

Kepala BAPPPPEDA

Untuk nomenkiatur KPT menjadi Badan, menunggu revisi PP 41 Tahur: 2007,

Namun dala:n hal ni KpT sudah termasuk <KPD yang diprioritaskan untuk

direstrukturisas:.

SKPD vang memungkinkan untuk direstruktu-isasi saja yang segera diusutkan

Penataannya.

Kepala Bagiar ORTaLA

Sesuai ketentuain calam PP 41 Tahun 2007, tidak diperkenankan untuk
membentuk 5 hidang, 2aling banyak 4 bidang :aja.

Akan dilakukan pengkajian lebin fanjut tentang beban kerja SKPD.

Muslichin Y. Mahmud, SH, [1H, unsur BKD gan Dikiat

Menyarankan untuk  pengelolaan urusar  pernadam kebakaran sebaiknya

‘.\\ H ; 2
dibentuk UPTD sabaip vang dit¥us harya 1 (satu) urusan 5a,a, dan pelaporannya

dari Kepata UPTD :anesung ke kepala dinas saja.



8. Kepala BAPPPPEDA

Sepakat bahwa urusan Pemadam kebakaraq di Badar Penanggulangan Bencana

Saja dan dibantuk UPTDnya.

- Untuk OTK kecamatan belum sasuaj dengan PP 41 Tahun 2007.

- Kewenangan kecamatan ketika Ur*dang-Undang tentang Desa berlaky,

pemerintah kecamatan tdak memiliki kewerangan teknis ke pemerintah desa.

Kecamatan dibentuk dengan Peraturan ~emerintah sedang Desa dibentuk

dengan Undang‘Undang.

- Salah satu kewenargan Camat adalah melaksanakan Pilkades.

- Bagian Pembangunian pada Setda saat ini sudah mengelola pekerjaan fisik,

seharusnya hal tersebut menjadi urusan Dinas PU,

Kesimpulan/Hasil Keputusan Rapat
1. Akan dibentuk UPTD  Pemadam Kebakaran Yang melekat pada  Badan

Penanggulangan Bencana Daerzah Kabupaten Gerontalo,

2. Guna razmaksimalkar, Pelaksanaan TUPCKS] BAPPPPEDA khususnya penyediaan

Data Pembanguz‘.an periu cibentuk UPTB pada bidang tarsebut.

3. Bahwa untuk: per.bahasan penataan OTK Secara ir.enyeluruh masih menunggu revisj
PP 41 Tahun 2007.
Penutup

Rapat ditutup pada pukul 14.30 Wita oleh Kepala BAPPFPEDA Kab. Gorontajo
<imooto, 22 Oktober 2015

FIMPINAN RAPAT,
“EPALA BAPPPPEDA KA. GORCNTALO

e
S f '1?9"
\.‘._-*q—:::-—_

Dr. SUMANTI MAKU, M.oi
NIP. 19700815 199202 1 Q09

~



1. Rizal Lapanardz, S.Sos (Kabag Ortala)
Nip. 19740123 200304 1 097

2. Muslichin Y. Mahmud, SH, M4 (Kabid Pembinaan
Pegawai pada BKD dan Qiklat)

Nip. 19700101 200212 1 014

3. Arivanto Benteng, SH (Unsur Bagian Hukum Sotda
Kab. Gorontalo dan Anagota Tim Pengkajian
Penataan OPD)

Nip. 19780429 00501 | 008

4. Syugivanto Sy. Ayuba, SE (Unsui DPPKAD dan
Anggota Tim Pengkajiar. Penataan OPD)
Nip. 19800219 200802 001

5. Hj. Yulinda H. Pasi SE Kasubag Kel.mbagaan padi
Bagian ORTALA {Arggoia Tim Pengkajian dan
Penataan OPD).

Nip. 19730731 19990 2 007

6. Faila S. Suronoto, sS Kasubaa Aralisis labatan pada

Bagian CRTALA (Anggoia Tim Pengkajian dan
Penataan OPD)

Nip. 19830312 200604 * 019

7. Apriyanto Rahman, $.Sos Kasutag Ketatalaksanzar
pada Bagian ORTALA (Ar.gycta Tim Penakajlan dan
Penataan OPC).

Nip. 15830406 200901 | 001

8. Hafni Akibun, S.IP (Unsiy Kantor Pelayanan
Terpadu).

Nip. 19780518 201003 » 002

9. Lintie Alam, SE (Unsur fudan Penanggulangan Bewana
Daerah Kab. Gorontalo)

Nip. 19590415 198603 023

10. Ucin Niati, SE (Unsur Dinas PU Kzb, Gorentalo)
Nip. 19820428 201101 2 w01
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Limhoto, 21 Oktober 2015

Nomor 005/Bag.Ortala/ -6 Kepaua

TR
Sifat : Penting
Periral

- Yndanga

——

Sesuai arahan Bapak Pj. Bupati Gerontalo, dalam rangka efektif dar;

efisiensirya  pelakszriaan Ngcaran  tanur

2015, maka akan dilakukan

P beberapa Satuan Orgarisasi Perangkat Daeranh
sudah  urgen untuk direstruxturisas;,

pimpinan - SKPD
Organisasi Perangkat Daerah

restrukturisasi terhad yang
Sehiubungan dengan  itu,  kami

den Tim Pengkajian Penataar

Kabupaten Gorontalo untuk rnenglkuti
yang akan .Jilaksanakan pada :

mengundang  Bapak/isu

pertemuan

Hari/tanggal - Kamis, 22 Oktoher 201°
Wakty S13.05 Wita

Tempat . Ruang Pola BAPFEDA
Katupaten Geronta s

Demikiar disampaikan dan atasnya JILT3DKaN terima Kasih.

1Y TAYES, MM
ANALLE TAMA MADYA

NIP. 19621121 198903 2 008

Tembusan

1. Yth. FJ. Bupati Goron

talo (sebagai lagoran )
2. Arsip.



